PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

ALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 246 TAHUN 2016
TENTANG

e e e e e O

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2&)16
TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

' Peraturan Perundang-undangan; : !

MADRASAH NEGERI ' '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

H

|

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 TaHun 2016

telah diatur mengenai Biaya Operasional Pendidikan! Sekolah

Negeri/ Madrasah Negeri; ;
i

bahwa dalam rangka kepastian dalam pelaksandan dan

pencairan dana Biaya Operasional Pendidikan pada! Sekolah

Negeri ‘maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu disempurnakan; | :
[

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dl%imaksud

- dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi

pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan
Sekolah Negeri/ Madrasah Negeri; :

Undang-Undéng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; , : !

- !
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, : : :
|

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

" Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai |Ibukota
) 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia; !

! .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
i

P .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah. beberapa kali diubah 'terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; o .



Mernetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Menzeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; '

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014,

13. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016; : '

15. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya

Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/
MADRASAH NEGERI.

Pasall

Ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun
2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah
Negeri/Madrasah Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75008), diubah sehingga
Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : :

Pasal 28

(1) Dalam pelaksanaan dan pencairan Dana BOP Sekolah
Negeri/Madrasah Negeri untuk Tahun Anggaran 2016
dilaksanakan sesuai DPA Dinas Pendidikan/Suku Dinas
Pendidikan Tahun Anggaran 2016 yang telah dianggarkan,
yang alokasi dan besarannya ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur: Nomor 647 Tahun 2016 tentang Penetapan
Alokasi, Besaran dan Penggunaan Kode Rekening Biaya
Operasional Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri Tahun
Anggaran 2016. ‘



(2) 'Dalam laporan dan ﬁertanggungjawaban pelaksanaan Dana
BOP Sekolah Negeri/Madrasah Negeri mengacu pada
ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal I1

. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75039 '

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

-~

AYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003
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